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KATA PENGANTAR 

 

Laporan ini merupakan Laporan Kegiatan Survei Pengumpulan Data 

untuk Provincial/Kabupaten Road Management System (PKRMS) yang 

dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi 

Selatan yang mempunyai tugas dalam hal Perencanaan dan Pengawasan 

Jalan melakukan penyusunan rencana teknis sesuai dengan prioritas 

penanganan jalan. Provincial/Kabupaten Road Management System 

(PKRMS) merupakan alat bantu untuk mendukung perencanaan, 

pemrograman, dan penganggaran (PPP) jalan daerah (jalan provinsi dan jalan 

kabupaten). Sebagai alat bantu yang berupa software, hasil keluaran PKRMS 

sangat bergantung pada data yang dimasukan ke dalam PKRMS. Oleh 

karena itu, penyediaan atau pengumpulan data yang memadai, akurat, dan 

tepat waktu merupakan bagian yang esensial dari pengoprasian PKRMS. 

Laporan ini berisi gambaran umum mengenai kondisi jalan provinsi 

secara  keseluruhan  yang  mencapai  2009,15  KM  yang  tersebar  di  

Kab/Kota seluruh Sulawesi Selatan 

 

Demikian laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dan segala saran 

dan koreksi untuk kelancaran pekerjaan ini akan dipertimbangkan dan 

sebelumnya tim perencana mengucapkan terima kasih. 
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BAB. 1 PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Kegiatan 

Infrastruktur jalan merupakan salah satu aset publik utama dalam transportasi 

yang paling sering digunakan oleh publik untuk mendukung kegiatan ekonomi, 

pendidikan, bisnis, kerja, dan lain-lain. Oleh karena itu jalan menjadi salah satu 

pendukung utama aktifitas social ekonomi suatu negara. Hal ini dipertegas dalam 

Undang-undang Jalan No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang menyebutkan bahwa 

jalan merupakan prasarana transportasi yang memegang peranan penting dalam 

bidang ekonomi, social budaya, lingkungan hidup, politik, dan pertahanan keamanan. 

 
Jalan yang telah selesai dibangun dan dioperasikan akan mengalami 

penurunan kondisi sesuai dengan bertambahnya umur jalan sehingga pada suatu 

saat dapat menghambat kegiatan masyarakat. Jaringan jalan di Indonesia sebagian 

besar terdiri dari jalan daerah yang meliputi jalan provinsi dan jalan kabupaten. Oleh 

karena itu, jalan provinsi dan kabupaten merupakan penunjang utama kegiatan 

ekonomi, sosial, dan pengembangan wilayah yang direncanakan dalam umur 

tertentu dan membutuhkan pendanaan yang cukup besar. Untuk itu pemerintah 

provinsi dan pemerintah kabupaten perlu melakukan upaya agar jalan tersebut dapat 

memberikan pelayanan sesuai dengan umur yang direncanakan melalui 

pemeliharaan jalan yang optimal. Dalam hal ini, diperlukan pengelolaan atau Teknik 

manajemen aset jalan yang tepat. 

 
Salah satu siklus dalam pengelolaan jalan daerah adalah Perencanaan, 

Pemrograman dan Penganggaran (PPP). Selama ini perencanaan jalan baik untuk 

jalan baru maupun perbaikan jalan yang sudah ada dari instansi terkait 

menggunakan teknik perencanaan secara manual, apabila diterapkan pasti terdapat 

kesalahan akibat pembacaan data lapangan (hasil pengukuran lapangan) yang 

kurang tepat, sehingga ukuran pembiayaan jalan juga menjadi kurang baik. Demikian 

juga dalam perencanaan penanganan jalan baik untuk penentuan pemeliharaan 

rutin, pemeliharaan berkala dan atau peningkatan, yang dilakukan dengan metode 

manual akan menghasilkan justifikasi pembiayaan jalan akan kurang efektif, oleh 

karena itu penggunaan program aplikasi yang efektif dalam penentuan tersebut akan 

menghasilkan keluaran yang lebih sesuai dengan kondisi lapangan yang ada. 



 

1.2 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari kegiatan survei Provincial and Kabupaten Road Management 

System (PKRMS) ini adalah memahami Kondisi Jaringan Jalan dan Mengembangkan 

Solusi Optimum menggunakan Perangkat Pengambilan Keputusan dan 

Penganggaran. 

Tujuan dari kegiatan ini adalah diperolehnya data kondisi jalan provinsi secara 

yang lengkap, akurat dan informatif yang dapat menjadi acuan dalam proses  

penganggaran  yang  obyektif  dengan  menyusun  proyeksi  biaya berdasarkan 

norma standar yang sudah ditetapkan. 

1.3 Lingkup Kegiatan 

Data tentang jalan yang dikumpulkan adalah data tentang fisik jalan seperti 

data inventaris, data kondisi jalan seperti jenis dan tingkat kerusakan (perkerasan, 

bahu, dan saluran), data ketidakrataan jalan, data volume lalu lintas dan tipe 

kendaraan yang  melewati ruas jalan,  data harga satuan pemeliharaan  jalan,  

data  tentang  sejarah  pemeliharaan  jalan,  dan  data rencana program pekerjaan. 

1.3.1  Ruang Lingkup Pekerjaan 

Adapun  lingkup  pekerjaan: 

1.   Survey pengambilan data yang terdiri dari : 

- Data administrative 
- Data dasar jaringan jalan (SK Jalan dan data titik referensi) 
- Data inventarisasi jalan 
- Data kondisi jalan 
- Data pendukung (lalu  lintas,  harga  satuan  penanganan jalan, daftar 

proyek) 
 

2. Analisa dan Pengolahan Data melalui aplikasi PKRMS (data survey dan data 

peta). 

3.   Penyajian Data dan Pembuatan Laporan 

 

1.3.2  Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah sasaran kegiatan survei adalah mencakup seluruh ruas jalan  

yang  menjadi  kewenangan  provinsi  di  wilayah  administrative Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

 



 

1.4 Lokasi Survei PKRMS 

Secara Umum Lokasi Kegiatan Penyusunan Peta Jaringan Jalan Provinsi 

Sulawesi Selatan sebagaimana Peta lokasi berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 – Peta Jaringan Jalan Provinsi Sulawesi Selatan 

 

 

 

 

 



 

BAB.2 GAMBARAN UMUM  

 
2.1 Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Selatan 

Secara geografis, Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kota Makassar 

memiliki posisi yang sangat strategis, karena terletak di tengah-tengah Kepulauan 

Indonesia. Tentunya dilihat secara ekonomis daerah ini memiliki keunggulan 

komparatif, dimana Selat Makassar telah menjadi salah satu jalur pelayaran 

internasional, disamping itu Kota Makassar telah pula ditetapkan sebagai pintu 

gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI). 

Selain memiliki keunggulan dari letak geografis tersebut, Sulawesi Selatan 

juga memiliki keunggulan lain dilihat dari sisi etnik budaya, dimana masyarakat 

Sulawesi Selatan yang terdiri dari berbagai etnik budaya memiliki nilai-nilai luhur yang 

diangkat dari nilai tradisional dan budaya lokal, dan secara universal dapat dipadukan 

dengan cara pandang global. Nilai tersebut berfungsi sebagai rambu-rambu/koridor 

dalam pelaksanaan semua aktivitas pembangunan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah maupun masyarakat. Setidaknya ada tiga etnis besar yang mewarnai 

nilai-nilai luhur tersebut, yaitu etnis bugis, makassar, dan toraja, serta etnis mandar. 

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dari setiap keunggulan yang dimiliki 

dalam  mewujudkan  tujuan  pembangunan,  maka  kemampuan  untuk  memadukan 

secara bijak antara potensi alam yang strategis dengan sumber daya manusia yang 

telah terbekali dengan nilai-nilai luhur di atas perlu dilakukan.  Pengembangan 

potensi harus selalu direncanakan dengan sebaik mungkin dan dilaksanakan 

seefektif dan seefisien mungkin melalui berbagai aspek yang saling terkait, saling 

mempengaruhi dan secara keseluruhan dikelola seoptimal mungkin dan diharapkan 

bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 
 

 

 

2.1.1 Geografis 



 

Provinsi Sulawesi Selatan yang beribukota di Makassar   terletak pada bagian 

selatan Pulau Sulawesi memiliki    luas    wilayah    kurang lebih 45.764,53 km2, dan 

seperti yang ditunjukkan melalui tabel-1,   bahwa diantara 24 kabupaten/ kota yang 

terdapat di wilayah Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Utara merupakan  kabupaten  

yang  memiliki  luas  wilayah  terbesar  yakni   sekitar 7.502,68 km2  atau  16,40 

persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan, sementara itu kabupaten/kota luas 

wilayah terkecil adalah Kota Parepare   dengan   luas   sekitar 99,33  km2       atau  

kurang  lebih 0,22 persen dari  seluruh wilayah Sulawesi Selatan. 

Diantara kabupaten/ kota tersebut, Kabupaten Toraja Utara merupakan daerah 

otonom baru di daerah ini, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja. 

Kabupaten ini memiliki luas wilayah   kurang   lebih   1.151,47 km2      atau 2,52 persen 

dari luas wilayah Sulawesi Selatan. 

Tabel - 1 

Luas Daerah menurut Kabupaten/Kota 

Di Sulawesi Selatan  



 

Secara geografis posisi Provinsi Sulawesi Selatan terletak antara 116° 48’ - 

122°36’ Bujur Timur dan 0° 12’ - 8° Lintang  Selatan, yang berbatasan dengan Provinsi 

Sulawesi Barat di sebelah utara, Teluk Bone dan Provinsi     Sulawesi     Tenggara     

di sebelah timur.  Batas Sebelah Barat dan Selatan masing-masing adalah Selat   

Makassar   dan   Laut   Flores (tabel – 2).  

Berdasarkan pengamatan pada tiga Stasiun Klimatologi (Maros, Hasanuddin  

dan  Maritim  Paotere) bahwa selama tahun 2020 rata-rata suhu udara 27.3°C di Kota 

Makassar dan sekitarnya tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Suhu udara 

maksiumum di Stasiun Klimatologi Hasanuddin 32.6°C. 

 

2.1.2 Topografi 

Provinsi  Sulawesi  Selatan  dialiri  67  aliran  sungai,  dimana  sebahagian  

besar aliran  sungai  tersebut  terdapat  di  Kabupaten  Luwu  yakni  25  aliran  sungai. 

Sungai terpanjang di daerah ini yaitu Sungai Saddang dengan panjang kurang lebih 

150 km dengan melalui 3 kabupaten yakni Kabupaten Tator, Enrekang dan Pinrang. 

Selain  aliran  sungai,  daerah  ini  juga  memiliki  sejumlah  danau  yaitu  Danau 

Tempe   di Kabupaten Wajo dan Danau Sidenreng di Kabupaten Sidrap, serta Danau 

Matana dan Danau Towuti di Kabupaten Luwu. Disamping memiliki sejumlah sungai 

dan danau. 

Selain itu, daerah ini juga memiliki 7 buah gunung, dimana Gunung Rantemario 

dengan ketinggian 3.470 m di atas permukaan laut merupakan yang tertinggi di 

daerah. Gunung ini berdiri tegak di perbatasan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten 

Luwu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 – Peta Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan 
 

 
 



 

2.2. Pemrograman dan Perencanaan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023 

merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, program Kepala 

Daerah yaitu Bapak Gubernur Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr. dan 

Bapak Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, S.T. yang dituangkan ke 

dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala 

Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman kepada 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen RPJMD ini 

selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). 

RKPD merupakan perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka 

ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan 

pendanaannya. 

 

KEBIJAKAN DAERAH BIDANG JALAN 
 

1. Perda No. 3 Tahun 2005 tentang Sempadan Jalan; 
 
 
 
 

 
 

 
 

ALUR PEMPROGRAMAN  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram Program Penanganan Jalan 
 



 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Grafik Hubungan Program Penanganan Jalan dengan Tingkat   
Kemantapan Jalan 

 
Grafik di atas menunjukkan bahwa jalan sewajarnya harus dilakukan pemeliharaan 

rutin agar umur rencana jalan dapat terpenuhi. Selain intu biaya rehabilitasi atau 

perbaikan jalan akan membengkak jika tidak dilakukan pemeliharaan berkala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3 Kondisi Jalan Provinsi Sulawesi Selatan Dan Permasalahannya 

 

 
 

 

 

Permasalahan: 
 

❖ Tuntutan  masyarakat  akan  kebutuhan  pelayanan  jalan  jauh  lebih  tinggi  

dari kondisi infrastruktur jalan provinsi yang ada serta terbatasnya 

ketersediaan anggaran untuk penanganan jalan provinsi; 

❖ Sebagian besar umur rencana jalan telah terlampaui, sehingga 

mengakibatkan terjadinya kerusakan jalan yang relatif cepat; 

❖ Sebagian besar lebar jalan provinsi belum memenuhi standar; 



 

❖  Beberapa ruas jalan provinsi kondisi perkerasanya masih tanah, sehingga 

masih dibutuhkan dana yang besar untuk menuntaskan pengaspalan. 

 
Rencana Strategis Penanganan Jalan 

 
❖ Penanganan Jangka Pendek 

 
o Pemeliharaan rutin untuk mempertahankan kondisi ruas jalan yang baik; 
 
o Pemeliharaan berkala pada ruas jalan rusak ringan; 
 
o Rekonstruksi pada ruas jalan provinsi dalam kondisi rusak berat untuk 

peningkatan struktur. 

❖ Penanganan Jangka Panjang 

o Pengembangan jalan menuju lebar standar (sesuai standar jalan provinsi); 

o Pembangunan jalan tanah menuju perkerasan aspal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB.3 METODOLOGI SURVEY DAN PROGRAM 

PKRMS 
 

3.1 Metodologi Survey PKRMS 

Pelaksanaan survei PKRMS ini merupakan merupakan suatu rangkaian 

kegiatan pengumpulan data dan informasi lapangan yang dibutuhkan khususnya yang 

berkaitan dengan jaringan dan kondisi jalan . Secara garis besar data-data yang 

dihimpun antara lain berupa nama jalan, lokasi jalan, foto jalan, existing, kondisi jalan, 

panjang jalan, lebar perkerasan, kelengkapan jalan dan type perkerasan serta 

sejumlah informasi lainnya yang dibutuhkan. 

Dari sejumlah data tersebut selanjutnya akan diolah kedalam aplikasi PKRMS. 

Provincial and Kabupaten Road Management System (PKRMS) adalah alat bantu 

yang didesain khusus untuk keperluan perencanaan, pemrograman dan 

penganggaran yang dapat digunakan di tingkat propinsi atau kabupaten. PKRMS 

merupakan sumber database utama untuk keperluan perencanaan yg menampung 

data kondisi, inventaris, data proyek, data histori, dan peta.   PKRMS dapat diakses 

dengan mudah, memiliki struktur yang ramping, terintegrasi dengan prorgram QGIS 

dalam penyajian peta, bersifat transparan dan fleksibel 

Metodologi pelaksanaan kegiatan dalam pelaksanaannya dilakukan secara 

sistematis dan terpadu yang dimulai dari Survei Pengumpulan Data untuk PKRMS 

yang meliputi persiapan survei, survei titik referensi, survei inventarisasi, survei 

kondisi, dan survei lalu lintas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.1 Alur pembahasan materi pelatihan PKRMS 



 

 

Dari bagan diatas diatas, maka akan diuraikan pelaksanaannya sebagai 

berikut : 

A.   Persiapan Survei 

Persiapan survei penting untuk dilakukan agar pelaksanaan survei dapat 

berjalan dengan efektif. Kegiatan persiapan survei, meliputi kebutuhan data, 

tahap pengumpulan data, pendefinisian jaringan jalan, perencanaan survei, 

mekanisme kalibrasi alat pengukur jarak dan pengaturan GPS navigasi. 

B. Survei Titik Referensi 
 

Survei  titik  referensi  dibutuhkan  untuk  mengidentifikasi  titik 

referensi  jalan.  Menurut  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No 

17/PRT/M/2007, titik referensi jalan adalah titik yang menunjukkan posisi dari 

sebuah objek referensi di ruas jalan yang selanjutnya di dalam modul ini 

disebut sebagai Data Reference Point (DRP). 

Bentuk fisik DRP yang paling umum digunakaan pada jalan di Indonesia, 

termasuk jalan provinsi, adalah patok kilometer. Namun untuk jalan 

kabupaten,  patok  kilometer  tidak  selalu  ada,  maka  bentuk  fisik 

permanen lainnya dapat digunakan sebagai DRP. Berikut merupakan jenis-

jenis bentuk fisik DRP yang umum digunakan di Indonesia: 

•     Patok kilometer (km) dan hectometer (hm) 
 

•     Tanda permanen lain di sisi jalan seperti tugu perbatasan 
 

•     Persimpangan 
 

•     Kepala jembatan 
 

•     Kepala gorong-gorong 
 

•     Persilangan dengan rel kereta api 
 

•     Gedung atau landmark lainnya 

C. Survei Inventarisasi Jalan 

Data inventarisasi jalan didefinisikan sebagai data yang 

menggambarkan aset jalan yang berupa elemen fisik pada ruang milik jalan 

(rumija).    Data inventarisasi jalan adalah data yang menggambarkan aset jalan 

yang berupa elemen fisik pada perkerasan, bahu, saluran, medan jalan dan 

tata guna lahan. Data inventarisasi jalan melingkupi tipe saluran, tipe dan lebar 

perkerasan bahu jalan, tipe dan lebar perkerasan jalan, dan lebar rumija. 



 

Tujuan utama survei inventarisasi jalan adalah untuk mencatat data elemen 

fisik pada perkerasan, bahu, dan saluran. Data inventarisasi tersebut 

digunakan sebagai salah satu aspek untuk menilai karakteristik dasar pada 

aset jalan. 

Pada survei inventarisasi jalan, pencatatan data dilakukan setiap 

interval tertentu, pada umumnya setiap 100 atau 200 meter. Pencatatan data 

tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan formulir survei cetak atau 

tablet PKRMS. 

D. Survei Kondisi Jalan 

Untuk memenuhi kebutuhan pengguna jalan, jalan harus memiliki 

kondisi yang memadai untuk dapat menampung beban lalu lintas dan kondisi 

lingkungan. Namun seiring berjalannya waktu, kondisi jalan akan mengalami 

penurunan  yang ditandai oleh munculnya kerusakan-kerusakan. 

Tujuan utama survei kondisi jalan adalah untuk mengidentifikasi dan 

mencatat data kerusakan pada perkerasan dan non perkerasan (bahu jalan, 

saluran, lereng dan perlengkapan jalan). 

Pelaksanaan  survei  inventarisasi  jalan  setidaknya  dibutuhkan  4 

(empat) orang pelaksana survei yang terdiri dari: 

• 1 orang pengemudi mobil 

• 1 orang pencatat kondisi perkerasan (badan jalan) 

• 1 orang pencatat kondisi non-perkerasan (bahu jalan, saluran, lereng 

dan perlengkapan jalan) bagian kiri 

• 1 orang pencatat kondisi non-perkerasan (bahu jalan, saluran, lereng 

dan perlengkapan jalan) bagian kanan 

Data kondisi jalan menggambarkan keadaan fisik jalan terkait kondisi 

kerusakan yang dapat berpengaruh terhadap kenyamanan, keamanan, dan 

keefektifan dalam penggunaan jalan. Data kondisi jalan diidentifikasi pada 

elemen perkerasan dan non-perkerasan (bahu jalan, saluran, lereng dan 

perlengkapan jalan). 

Tujuan utama survei kondisi jalan adalah untuk mengidentifikasi dan 

mencatat data kerusakan pada perkerasan dan non perkerasan (bahu jalan, 

saluran, lereng dan perlengkapan jalan). Untuk memenuhi tujuan survei 



 

kondisi, berikut daftar data yang perlu dicatat pada saat melaksanakan survei 

kondisi jalan adalah: lokasi segmen jalan, kondisi kerusakan jalan aspal, 

kondisi kerusakan jalan non-aspal, kondisi kerusakan jalan beton, kondisi 

perlengkapan jalan kiri dan kanan, kondisi lereng, kondisi saluran, kondisi bahu 

jalan, kondisi trotoar. 

E. Survei Lalu Lintas 

Data volume lalu lintas merupakan jumlah lalu lintas kendaraan yang 

melewati suatu titik pada suatu ruas jalan yang diamati selama beberapa hari 

dan dibagi dengan jumlah hari pengamatan. Data lalu lintas suatu ruas jalan 

yang diambil pada tahun tertentu dapat digunakan pada tahun-tahun 

berikutnya dengan menggunakan rasio laju peningkatan lalu lintas tertentu. 

Tujuan utama survei lalu lintas adalah untuk mendapatkan jumlah lalu 

lintas harian yang mewakili jumlah lalu lintas tahunan rata-rata atau Average 

Annual Daily Traffic (AADT). Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk 

mengukur tingkat kebutuhan dan prioritas penanganan pada manajemen aset 

jalan. 

Data LHR adalah jumlah rata-rata lalu lintas kendaraan yang melewati 

suatu titik pada suatu ruas jalan yang diamati selama beberapa hari dan dibagi 

dengan jumlah hari pengamatan. 

Tujuan utama survei LHR adalah untuk mendapatkan jumlah lalu lintas 

harian yang mewakili jumlah lalu lintas tahunan rata-rata atau  Average  Annual  

Daily Traffic  (AADT).  Data  tersebut  dapat dimanfaatkan untuk mengukur 

tingkat kebutuhan dan prioritas pada manajemen aset jalan. 

Pelaksanaan survei lalu lintas dapat dilakukan dengan survei LHR 

regular atau dengan pendekatan Moving Car Observer (MCO), sehingga 

mekanismenya pun berbeda antara survei LHR reguler dan dengan 

pendekatan MCO. Survei LHR regular merupakan kegiatan perhitungan lalu 

lintas suatu ruas jalan di satu pos pengamatan. Sedangkan survei lalu lintas 

dengan MCO dilakukan di dalam mobil yang sambil berjalan dari awal ruas 

jalan ke akhir ruas jalan. 

 

 



 

3.2 Program PKRMS 

Sejak tahun 2013, aplikasi Provincial/Kabupaten Road Management System 

(P/KRMS) mulai dikembangkan khusus untuk keperluan Program Provincial Road 

Improvement and Maintenance (PRIM) dengan komposisi pendanaan terdiri dari 

40% Hibah Pemerintah Australia dan 60% Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD). Program PRIM diujicobakan penerapannya di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat dan Kabupten Lombok Barat. Semua pihak termasuk 

pemerintah pusat menilai keberhasilan P/KRMS sebagai alat bantu PPP 

sehingga sejak tahun 2018, P/KRMS telah digunakan sebagai alat bantu 

perencanaan, pemrograman, dan penganggaran untuk penyusunan usulan 

Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) dengan sumber dana 100% Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) pada beberapa Provinsi dan 

Kabupaten terpilih. Keunggulan P/KRMS sebagai alat bantu PPP dibandingkan 

dengan para pendahulunya adalah P/KRMS tidak hanya  berfungsi sebagai 

sumber database utama (jaringan jalan, titik referensi, inventarisasi dan kondisi 

jalan, jembatan, gorong- gorong, dan dinding penahan tanah, lalu lintas, harga 

satuan, koordinat trase jalan) untuk keperluan perencanaan tetapi juga mampu 

menganalisis data-data tersebut sehingga menghasilkan laporan yang meliputi 

laporan analisis (volume pekerjaan dan biaya), laporan statistik (data 

kemantapan jalan), stripmap, rencana menengah, dan peta. 

 

A. Prinsip dalam Program PKRMS 

Prinsip analisis dan pemrograman dapat didasarkan atas prinsip analisis 

kebutuhan pemeliharaan, penentuan prioritas pemeliharaan rutin, dan  

penentuan prioritas pekerjaan utama. Untuk dapat mengakomodir pekerjaan 

dengan anggaran yang terbatas, diperlukan adanya penentuan tingkat 

prioritas pemeliharaan rutin pada setiap ruas jalan. Sedangkan tingkat 

prioritas untuk tipe pekerjaan utama ditentukan dengan cara menghitung nilai 

Triggered Priority Index (TPI). Perhitungan nilai TPI merupakan perkalian nilai 

bobot dan nilai Multi Criteria Analysis (MCA). 

 

 

 



 

B. Siklus Perencanaan dalam Program PKRMS 

Program P/KRMS seperti program lainnya memiliki siklus perencanaan yang 

spesifik sesuai dengan konten dan fitur yang dikembangkan dalam program 

tersebut. Dalam program P/KRMS ini siklus perencanaan terdiri atas 3 bagan besar: 

1.   Data Input Program 
 
2.   Eksekusi Program 

 
3.   Output Program 

Keluaran dari hasil eksekusi program perlu dilakukan verifikasi ulang sehingga 

keluaran program dapat sesuai dengan kondisi sesungguhnya dilapangan. Secara 

lengkap siklus perencanaan di desain dalam program PRMS digambarkan 

sebagai berikut : 

1. Kondisi : perlu verifikasi secara detail dengan kondisi terkini dilapanga, sehingga 

perlu ada data base lapangan yang ter-update secara berkala minimal dalam 

rentang 1 (satu) tahun; 

2. Lalulintas : perlu pengukuran lapangan dalam waktu yang cukup (minimal 7 

hari) sebagai indikator beban yang harus dipikul oleh jalan; 

3. Inventarisasi : data input yang sudah di-colect dalam penetapan inputing dalam 

program perlu dilakukan verifikasi dari tim teknis lapangan seperti dari juru ukur 

jalan ditiap-tiap daerah; 

4. Harga satuan : perubahan atau perbedaan yang signifikan atas harga satuan 

khususnya upah (ongkos) perlu dilakukan croscheck secara lebih cermat; 

5. Pelaksanaan : dalam menetapkan skala prioritas dalam penentuan ruas jalan 

yang mendapat penanganan perlu juga dimasukan unsur kebutuhan mendesak 

akibat adanya perubahan kebijkan misalnya kebijkan pariwisata sebagai akibat 

dari isu global ataupun isu internasional didaerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB. 4 PELAKSANAAN DAN  

HASIL PKRMS 

 
4.1 Pelaksanaan Survey 

Kegiatan survei PKRMS ini, dibagi 2 tahap, tahap pertama dikhususkan untuk 

ruas PHJD yang dilakukan oleh Staff Teknis PHJD dan Tahap Kedua dilakukan oleh 

Pihak ketiga untuk semua ruas selain PHJD.  

Untuk Survey tahap pertama dilakukan survey di Ruas Provinsi di daerah 

KSPN Toraja,  

KSPN TORAJA 

 

Untuk Survey tahap kedua dilakukan oleh pihak ketiga di semua ruas provinsi 

dengan berdasarkan Wilayah UPT (Unit Pelayanan Teknis) dimana ada 6 UPT 

Wilayah, UPT Wilayah 1 yang mencakup Kabupaten Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, 

dan Kota Palopo. UPT Wilayah 2 mencakup Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, 

dan Enrekang. UPT Wilayah 3 mencakup Kabupaten Pinrang, Sidrap, Barru dan Kota 

Pare-Pare. UPT Wilayah 4 mencakup Kabupaten Takalar, Gowa, Pangkep, Maros 

dan Kota Makassar. UPT Wlayah 5 mencakup Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo. 

UPT Wilayah 6 mecakup Kabupaten Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai dan 

Kepulauan Selayar. 

 

 

 

 



 

UPT WILAYAH I PALOPO 

UPT WILAYAH II TANA TORAJA 

 

UPT WILAYAH III PARE-PARE 

 

 

 

 

 

 

 



 

UPT WILAYAH IV MAKASSAR 

 

 

UPT WILAYAH V BONE 

 



 

UPT WILAYAH VI BULUKUMBA 

 

4.2 Hasil PKRMS 

Adapun hasil dari pelaksanaan survei PKRMS, yang terdiri dari Survei Titik 

Referensi, Survei Inventarisasi, Serta Survei Kondisi jalan ini, kami sajikan pada 

lampiran berikutnya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 



 

HASIL PKRMS 

Ruas Jalan 

 
DRP Jalan 

  



 

Inventory Jalan 

 
Volume Lalu Lintas 

 

 



 

Analisis Pemrograman PKRMS 

 

 



 

 

 

Panjang Penanganan Hasil PKRMS PHJD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 3 2022 

 

 

 
 

Nilai Total Hasil PKRMS PHJD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 3 2022 

 

 

 



 

PETA PENANGANAN PHJD 2022 

Peta Ruas Jalan PHJD 

 



 

Peta Penanganan PHJD 2022 

 



 

 

DOKUMENTASI SURVEY LAPANGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

STRIPMAP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


